BAB II
ASPEK HUKUM PEMIDANAAN BERDASARKAN PERILAKU SOPAN
A. Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945 Perubahan ke-4 disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah
negara hukum. Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan
konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas
hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (supremacy of law).
Sebelum dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945, landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah
negara yang berdasar atas hukum, tercantum dalam pembukaan dan batang
tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum
perubahan. Selain itu pernyataan bahwa Negara Indonesia adalah negara
hukum juga dapat dilihat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan. (Termorshuizen,
2004, him. 78)

Tujuan negara Indonesia sebagai Negara Hukum diuraikan dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Alinea Keempat yang mana tujuan Bangsa Indonesia adalah untuk :

a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum;
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b. Mencerdaskan kehidupan bangsa;

c. lkut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan;
dan

d. Perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tujuan Bangsa Indonesia tersebut didasarkan pada Pancasila, yakni :

a. Ketuhanan Yang Maha Esa;

b. Kemanusiaan yang adil dan beradab;

c. Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; dan

d. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hubungan antara Negara Hukum dengan Pancasila, dimana Negara
Hukum memiliki tugas untuk menciptakan keadilan sebagaimana
diuraikan dalam Pancasila Sila Kelima yakni keadilan sosial bagi seluruh
Rakyat Indonesia. Salah satu bentuk perwujudan sila tersebut adalah
adanya peraturan hukum yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan
yang bertentangan dengan norma hukum, yang salah satunya adalah
hukum pidana.

Tri Andrisman dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana,
mengatakan bahwa pidana ini merupakan suatu hal yang mutlak
diperlukan dalam hukum pidana. Tujuannya agar dapat menjadi sarana
pencegahan umum maupun khusus bagi anggota masyarakat agar tidak

melanggar hukum pidana. Pengertian pidana adalah penderitaan yang
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sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang
memenuhi syarat-syarat tertentu. (Andrisman, 2007, him. 7)

Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan istilah pidana dari kata
hukuman (straf) tetapi kata hukuman merupakan istilah yang umum dan
konvensional juga mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena
istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah
tersebut tidak hanya digunakan dalam bidang hukum tetapi juga dalam
istilah moral, pendidikan, agama, dan sebagainya. Sedangkan istilah
pemidanaan berasal dari kata sentence yang artinya pemberian atau
penjatuhan pidana oleh hakim. (Gosita, 1993, him. 25)

Menurut Sudarto pengertian pidana, yaitu pidana adalah penderitaan
yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang
memenuhi syarat-syarat tertentu. (Soedarto, 1990, him. 9)

Menurut Roeslan Saleh (dalam bukunya Muladi dan Barda Nawawi
Arief) menyatakan pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu
nestapa yang dengan sengaja ditimpakan kepada pembuat delik itu. (Arief,
1998, him. 9)

Van Hamel (dalam bukunya P.A.F. lamintang mempertegas
pengertian pidana sebagai berikut pidana adalah suatu penderitaan yang
bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang
untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab

dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata
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karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus
ditegakkan oleh Negara. (Lamintang, 2018, him. 58)

Berdasarkan definisi tersebut menurut Muladi dan Barda Nawawi
Arief dapatlah diartikan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-
ciri sebagi berikut : (Arief, 1998, him. 8)

a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan
atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;

b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang
mempunyai kekuasaan yang berwenang; dan

c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah memenuhi syarat-
syarat tertentu.

Menurut Andi Hamzah, ahli hukum Indonesia membedakan istilah
hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan
istilah straft, yaitu istilah hukuman adalah istilah umum yang
dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata,
administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan
secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.
(Hamzah, 2017, him. 27)

Menurut Satochid Kartanegara, bahwa hukuman (pidana) itu bersifat
siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana
diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang
ditentukan oleh undang- undang hukum pidana, dan siksaan atau

penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang
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yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu
harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang
dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-
undang. (Hamzah, 2008, him. 17)

Menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di
bebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi
syarat-syarat tertentu. (Arief, 1998, him. 28)

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana,
yaitu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan
larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan
dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang
bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum
pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan
terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak
melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan
sesuatu) dan dalam keadaaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan
bagi tindakan-tindakan tersebut. (Lamintang, 2018, him. 46)

M. Ali juga memberika pengertian mengenai hukum pidana, yakni
hukum pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang
yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan
ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli
berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam

sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak
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menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di
bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran
norma-norma di bidang hukum lain tersebut. (Zaidan, 2015, him. 3)

Pengertian di atas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung
dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada
peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai
asas legalitas. Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan
pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan
kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah.

Suharto dan Junaidi Efendi menyebutkan bahwa karakteristik hukum
adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan
dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka
yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan
hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi
kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi
dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat
mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam
masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman)
terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhinya. (Efendi, 2010, him. 25)

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa adanya aturan-aturan yang
bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan
menaatinya, akan meyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian

dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa
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tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar
jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). Kedua, untuk mendidik
atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan
kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi’atnya (represif). (Wirjono
Prodjodikoro, 2008, him. 238)

. Tujuan Hukum Pidana

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang
perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum
pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu
membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan
demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat
Indonesia.

Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu : (Prasetyono,
2013, him. 37)

a. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi.

Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan
memberi dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana
dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran
pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana
tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam
penjelasan umum.

b. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang

melanggar hukum pidana.
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Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan
konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya
pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran
hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

3. Fungsi Hukum Pidana

Berikut ini disebutkan pula beberapa pendapat yang dikemukakan
oleh Sudarto, bahwa fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai
berikut : (Soedarto, 1990, him. 9)

a. Fungsi yang umum vyaitu salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu
fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya,
yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk
menyelenggarakan tata dalam masyarakat;

b. Fungsi yang khusus yaitu untuk melindungi kepentingan hukum
terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (rechtsguterschutz)
dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika
dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum
lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu tragic (suatu yang
menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai ,,mengiris
dagingnya sendiri atau sebagai ,,pedang bermata dua®, yang bermakna
bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-
kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan,
kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan

perintahnya justru mengenakan perlukaan (menyakiti) kepentingan



48

(benda) hukum si pelanggar. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu
memberi aturan-aturan untuk menaggulangi perbuatan jahat. Dalam
hal ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat social control fungsi
hukum pidana adalah subsidair, artinya hukum pidana hendaknya baru

diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai.

4. Sumber Hukum Pidana

Selain daripada itu dijelaskan pula sumber hukum yang merupakan
asal atau tempat untuk mencari dan menemukan hukum. Tempat untuk
menemukan hukum, disebut dengan sumber hukum dalam arti formil.

Sumber hukum pidana Indonesia sumber hukum pidana adalah sebagai

berikut : (Soedarto, 1990, him. 89)

a. Sumber utama hukum pidana Indonesia adalah hukum yang tertulis

Induk peraturan hukum pidana positif adalah KUHP, yang nama
aslinya adalah Wetboek van Strafrecht voor nederlandsch indie
(W.v.S).

b. Hukum pidana adat mengatakan bahwa di daerah-daerah tertentu dan
untuk orang-orang tertentu hukum pidana yang tidak tertulis juga dapat
menjadi sumber hukum pidana

Hukum adat yang masih hidup sebagai delik adat masih
dimungkinkan menjadi salah satu sumber hukum pidana, hal ini
didasarkan kepada Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951 (L.N.
1951-9) Pasal 5 ayat 3 sub b. Dengan masih berlakunya hukum pidana

adat (meskipun untuk orang dan daerah tertentu saja) maka sebenarnya
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dalam hukum pidana pun masih ada dualisme. Namun harus disadari
bahwa hukum pidana tertulis tetap mempunyai peranan yang utama
sebagai sumber hukum. Hal ini sesuai dengan asas legalitas yang
tercantum dalam Pasal 1 KUHP;

b. Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) adalah penjelasan atas
rencana undang-undang pidana, yang diserahkan oleh Menteri
Kehakiman Belanda bersama dengan Rencana Undang-undang itu
kepada Parlemen Belanda. RUU ini pada tahun 1881 disahkan menjadi
UU dan pada tanggal 1 September 1886 mulai berlaku. M.v.T. masih
disebut-sebut dalam pembicaraan KUHP karena KUHP ini adalah
sebutan lain dari W.v.S. untuk Hindia Belanda. W.v.S. Hindia Belanda
(W.v.S.N.L.) ini yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1918 itu adalah
copy dari W.v.s. Belanda tahun 1886. Oleh karena itu M.v.T. dari
W.v.S. Belanda tahun 1886 dapat digunakan pula untuk memperoleh
penjelasan dari pasal-pasal yang tersebut di dalam KUHP yang
sekarang berlaku.

5. Tujuan Pemidanaan dan Teori-Teori Pemidanaan
Teori pemidanaan terdiri dari 3 (tiga) golongan utama teori untuk

membenarkan penjatuhan pidana, yaitu : (Wirjono Prodjodikoro, 2008,

him. 98)

a. Teori absolut atau pembalasan (vergeldings theorien)

Teori ini mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk

yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah
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yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana
secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu
untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan
harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Pidana
merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu
dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakekat suatu pidana ialah
pembalasan.

. Teori relative atau tujuan (doel theorien)

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan
tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya
kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda yakni menakutkan,
memperbaiki, atau membinasakan. Prevensi umum menghendaki agar
orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik. Sedangkan
prevensi khusus bertujuan untuk mencegah niat buruk pelaku (dader),
mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya, atau mencegah bakal
pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya.

Teori gabungan (werenigingstheorien)

Ada yang menitikberatkan pembalasan, ada pula yang ingin agar
unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Teori ini sama-sama
menitikberatkan unsur pembalasan dan pertahanan tata tertib
masyarakat.

Dapat dikatakan bahwa teori ini tidak saja hanya

mempertimbangkan masa lalu (seperti yang terdapat dalam teori
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pembalasan), tetapi juga bersamaan mempertimbangkan masa datang
(seperti yang dimaksudkan pada teori tujuan). Dengan demikian
penjatuhan suatu pidana harus memberikan rasa kepuasan, baik bagi
hakim maupun kepada penjahat itu sendiri di samping kepada
masyarakat.
6. Pedoman Pemidanaan
Pedoman pemidanaan atau guidance of sentencing lebih merupakan
arah petunjuk bagi hakim untuk menjatuhkan dan menerapkan pidana atau
merupakan pedoman judicial/yudikatif bagi hakim. Dengan demikian
pedoman pemidanaan merupakan ketentuan dasar yang memberi arah,
yang menentukan di dalam penjatuhan pidana, hal ini merupakan petunjuk
bagi para hakim dalammenerapkan dan menjatuhkan pidana. Karena
pedoman ini merupakan pedoman dasar maka pedoman ini bagian dari
kebijakan legislatif. Pedoman pemidanaan juga berfungsi sebagai kontrol
atau pengendali bagi hakim agar pidana yang dijatuhkan jelas terarah dan
ada daya gunanya, berikut adalah pedoman pemidanaan yang digunakan
oleh hakim dalam mengadili seseorang yang melakukan perbuatan pidana,
yakni sebagai berikut :
a. Pedoman Pemidanaan Berdasarkan KUHPidana
Sampai dengan saat ini KUHP sebagai sumber utama hukum
pidana Indonesia dan undang- undang di luar KUHP tidak memiliki
pengaturan tertulis yang jelas dan lengkap mengenai tujuan dan

pedoman pemidanaan. Hal ini menjadi penting untuk diingat
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dikarenakan pemberlakuan pidana tanpa didasari tujuan yang jelas

dapat mengakibatkan hukum pidana tersebut tidak bekerja sesuai

dengan fungsinya. Sebagai contoh keberadaan Undang- undang

Otonomi yang melahirkan undang-undang khusus dan memberi daerah

wewenang untuk membuat Hukum Pidananya sendiri seperti

dalamkasus hukum Qonun di Aceh dan Peraturan Daerah yang

mengatur tentang hukum pidana di daerah. (Mubarok, 2015, him. 296)

Ada beberapa pertimbangan perlunya pengkajian kebijakan
formulatif/legislatif terhadap tujuan dan pedoman pemidanaan
dalampembaharuan sistem pemidanaan di Indonesia antara lain :

1) Bahwa Kitab Undang-Undang HukumPidana yang saat ini berlaku
tidak secara eksplisit merumuskan tujuan dan pedoman ke dalam
sistempemidanaan;

2) Bahwa strategisnya kedudukan dari tujuan dan pedoman
pemidanaan dimaksud untuk memberikan arah, petunjuk dan cara
bagi penyelenggara hukum untuk menerapkan ketentuan
pemidanaan;

3) Bahwa merumuskan tujuan dan pedoman merupakan prasyarat
yang fundamental dalam merumuskan suatu cara, metode atau
tindakan; dan

4) Bahwa Bangsa Indonesia saat ini sedang mempersiapkan Kitab
Undang- Undang Hukum Pidana yang akan mengganti KUHP

(WvS), oleh karena itu perlu pengkajian terhadap tujuan dan
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pedoman pemidanaan yang disesuaikan dengan perkembangan
masyarakat masa kini dan falsafah serta pandangan hidup yaitu
Pancasila.

Kebijakan legislatif tujuan dan pedoman pemidanaan ini
merupakan hal paling strategis dalam penjatuhan pidana karena pada
tahap ini dirumuskan batas-batas/garis/arah/ petunjuk kebijakan tujuan
dan pedoman pemidanaan yang sekaligus merupakan landasan
legalitas bagi Hakim (Aparat Pelaksana Hukum) dalam menerapkan
pidana sehingga dapat berfungsi secara efektif dalam upaya
penanggulangan kejahatan.

Tujuan pemidanaan mengemban fungsi pendukung dari fungsi
hukum pidana secara umum yang ingin dicapai sebagai tujuan akhir
adalah terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (social
defence dan social welfare), yang diorientasikan pada tujuan
perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Salah satu usaha penanggulangan kejahatan adalah dengan
menggunakan sarana Hukum Pidana beserta dengan sanksi pidananya.
Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi
masalah kejahatan termasuk dalam bidang kebijakan penegakan
Hukum. Di samping itu karena tujuannya untuk mencapai
kesejahteraan masyarakat pada umumnya maka kebijakan penegakan
hukum inipun termasuk kebijakan dalam bidang sosial. Dengan

demikian masalah pengendalian dan atau penanggulangan kejahatan
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dengan menggunakan sarana hukum pidana merupakan masalah
kebijakan (the problem of policy). Oleh karena itu tidak boleh
dilupakan bahwa hukum pidana atau lebih tepat sistem pidana itu
merupakan bagian dari politik kriminal. Kebijakan sosial dapat
diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai
kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan
masyarakat. Jadi di dalam pengertian social policy, sekaligus tercakup
di dalamnya social welfare policy dan social defence policy.

Menurut Marc Ancel “Politik Kriminal” ialah pengaturan atau
penyusunan secara rasional usaha- usaha pengendalian kejahatan oleh
masyarakat. Sebagai satu masalah kebijakan, penggunaan sanksi
pidana dalam menanggulangi kejahatan masih menimbulkan
perbedaan pendapat. Ada yang menolak penggunaan pidana terhadap
pelanggar hukum. Menurut pandangan ini pidana merupakan
peninggalan dari kebiadaban kita masa lalu (vestige of savage past).
Pendapat ini didasarkan pada pandangan bahwa pidana merupakan
tindakan perlakuan atau pengenaan penderitaan yang kejam. Pidana
dan pemidanaan merupakan cerminan dari sejarah hukum pidana masa
lalu yang penuh dengan gambaran-gambaran kelam mengenai
perlakuan terhadap terpidana yang menurut ukuran-ukuran saat ini
dipandang sangat kejam dan melampaui batas. Sikap memidana aparat
penegak hukum terhadap setiap perkara pidana tertentu yang terbukti

dipersidangan tidak selalu memberikan manfaat bagi terpidana sesuai
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tujuan akhir dari sistem peradilan pidana. Dengan dicantumkannya
pedoman pemidanaan yang mengikat bagi keseluruhan subsistem
peradilan pidana diharapkan pemidanaan di masa yang akan datang
akan lebih bermanfaat bagi terpidana maupunu terhadap pencapaian
tujuan akhir dari sistem peradilan pidana.
. Pedoman Pemidanaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pembaharuan hukum pidana pada tataran regulasi telah
diupayakan oleh lembaga pembentuk undang-undang sejak tahun
1963, dengan disusunnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun sampai saat
ini, pemerintah belum juga berhasil membuat kodifikasi peraturan
induk hukum pidana yang didasarkan nilai-nilai yang ada di dalam
Pancasila serta Pembukaan UUD 1945. Konsekuensi dari belum
disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana adalah dimana Negara Indonesia tetap
menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
peninggalan pemerintah Hindia-Belanda yang tentunya telah tertinggal
oleh kemajuan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Sistem pemidanaan yang bertolak dari paham individualisasi
pidana tidak berarti memberi kebebasan sepenuhnya kepada hakim dan
aparat- aparat lainnya tanpa pedoman atau kendali. Menurut Barda

Nawawi Arief, sistem pemidanaan yang dituangkan perumusannya di
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dalam undang-undang, pada hakikatnya merupakan sistem

kewenangan menjatuhkan pidana (Saraya, 2019, him. 128)

Konsep merumuskan beberapa pedoman pemidanaan yaitu :

1) Adanya pedoman vyang bersifat umum untuk memberikan
pengarahan kepada hakimmengenai hal-hal apa yang sepatutnya
dipertimbangkan dalam menjathkan pidana;

2) Adanya pedoman yang bersifat khusus untuk memberi pengarahan
pada hakim dalam memilih atau menjatuhkan jenis-jenis pidana
tertentu; dan

3) Adanya pedoman bagi hakim dalam menerapkan sistem perumusan
ancaman pidana yang digunakan dalam perumusan delik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana menyebutkan tujuan pemidanaan dalam Pasal

52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana yang menentukan bahwa pemidanaan

bertujuan untuk :

1) Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan
norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat;

2) Memasyaralatkan terpidana dengan mengadalan pembinaan dan
pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;

3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana,
memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa arnan dan

damai dalam masyarakat; dan
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4) Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah
pada terpidana.

Dihubungkan dengan teori pemidanaan, tujuan yang dirumuskan
dalam Konsep Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana di atas nampak berlandaskan pada
teori pemidanaan relatif yang mempunyai tujuan untuk mencapai
manfaat untuk melindungi masyarakat dan menuju ksejahteraan
masyarakat. Tujuan pemidanaan bukan merupakan pembalasan kepada
pelaku dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk
mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Tujuan ini juga
sesuai dengan pandangan utilitarian sebagaimana diklasifikasikan oleh
Herbet L.Paker, yaitu untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan
oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan
rasa damai dalam masyarakat. Dengan demikian, tujuan pemidanaan
dalam konsep Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab
Undang-Undang  Hukum  Pidana  berorientasi ke  depan
(forwardlooking).

Serta pedoman pemidanaan dalam Pasal 53 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
yang berbunyi :

1) Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan

hukum dan keadilan; dan
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2) Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian
hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.

Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam pemidanaan hakim wajib
mempertimbangkan, antara lain :

1) Bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;

2) Motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;

3) Sikap batin pelaku Tindak Pidana;

4) Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak
direncanakan;

5) Cara melakukan Tindak Pidana;

6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;

7) Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelalu
Tindak Pidana;

8) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;

9) Pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;

10) Pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/ atau

11) Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pedoman Pemidanaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun

2009 Tentang Kekuasaan kehakiman

Pedoman Pemidanaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48

Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 3
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Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
kehakiman yang menentukan bahwa segala campur tangan dalam
urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang
dan setiap orang yang dengan sengaja melanggar dipidana sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
B. Hukum Acara Pidana
1. Definisi Hukum Acara Pidana

Di dalam hukum pidana, hukum acara pidana adalah hukum yang
mengatur berkaitan dengan proses beracara atau secara umum dikenal
dengan hukum formil. Hukum acara pidana tersebut dirangkum di dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana).

Istilah hukum acara pidana itu sendiri dianggap sudah tepat jika
dibandingkan dengan istilah hukum proses pidana atau hukum tuntutan
pidana. Belanda memakai istilah strafvordering yang kalau diterjemahkan
akan menjadi tuntutan pidana. Istilah itu dipakai menurut Menteri
Kehakiman Belanda pada waktu rancangan undang-undang dibicarakan di
parlemen karena meliputi seluruh prosedur acara pidana. Sehingga istilah
bahasa inggris Criminal Procedure Law lebih tepat daripada istilah
Belanda. (Hamzah, 2017, him. 2)

Hukum acara pidana ruang lingkupnya lebih sempit, yaitu hanya
mulai pada pencarian kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir

pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa. Pembinaan narapidana
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tidak termasuk dalam hukum acara pidana. Apalagi yang menyangkut
terkait perencanaan undang-undang pidana. Dengan terciptanya KUHAP,
maka untuk pertama kalinya di Indonesia diadakan kodifikasi dan
unifikasi yang lengkap dalam arti seluruh proses pidana dari awal (mencari
kebenaran) sampai pada Kasasi di Mahkamah Agung, bahkan sampai

dengan peninjauan kembali (herziening). (Hamzah, 2017, him. 3)

. Asas Hukum Acara Pidana

Kita ketahui bahwa hukum acara pidana ialah hukum formil yang
mana berfungsi untuk mempertahankan hukum materiil dari hukum pidana
itu sendiri. Supaya hukum pidana tersebut dapat berjalan dengan baik
maka hukum acara pidana disini yang dapat mempertahankan berlakunya
hukum pidana tersebut. Pengertian dari hukum formil sendiri ialah hukum
yang mengatur cara mempertahankan atau menjalankan peraturan hukum
materiil. Adapun asas-asas hukum pidana, disini asas-asas hukum
bukanlah aturan hukum. Karena asas-asas hukum merupakan bingkai dari
sebuah aturan hukum. Asas-asas hukum tersirat dalam aturan-aturan
hukum. Dan asas hukum ini bersifat umum oleh karena itu harus
dituangkan dalam aturan hukumnya agar dapat diterapkan.

Selanjutnya asas-asas hukum harus ada dalam setiap aturan hukum
itu sendiri. Sebab jika tidak ada asas-asas hukum dalam sebuah aturan
hukum, maka aturan tersebut tidak dapat dimengerti. Seperti halnya yang
dikatakan oleh Hibnu Nugroho bahwa asas hukum bukanlah hukum,

namun hukum tidak akan dimengerti tanpa asas-asas tersebut. Maka dalam
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hukum acara pidana terdapat asas-asas hukum acara pidana, yang mana
dengan adanya asas-asas tersebut maka diharapkan dalam hukum acara
pidana sendiri dapat dimengerti. Asas-asas hukum acara pidana sebagai
berikut : (Harahap, 2015, him. 113)

a. Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

Asas ini lahir sejak berlakunya HIR. Dimana dalam peradilan
cepat dalam HIR seperti yang sudah dijelaskan dalam Pasal 71 HIR
ada katakata satu kali 24 jam. Kemudian dalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP) di dalamnya terdapat peradilan cepat misalnya
dalam Pasal 50 ayat (1) yang menjelaskan bahwa tersangka berhak
segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat
diajukan kepada penuntut umum.

b. Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence)

Maksud dari asas ini adalah seseorang yang disangka, ditangkap,
ditahan, dituntut, dan dihadapkan di muka sidang pengadilan tidak
boleh dianggap bersalah sampai ada putusan pengadilan yang
menyatakan bahwa memang seseorang tersebut bersalah serta telah
memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan asas ini sudah dijelaskan
dalam Penjelasan Umum butir 3 ¢ Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP), yang menjelaskan bahwa setiap orang yang
disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka

sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya
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putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh
kekuatan hukum tetap.
Asas Oportunitas

Sebelumnya kita harus mengetahui pengertian dari asas
oportunitas itu sendiri yaitu suatu asas dimana penuntut umum tidak
diwajibkan untuk menuntut seseorang jika karena penuntutannya akan
atau dapat merugikan kepentingan umum. Menurut A.Z. Abidin Farid
dalam buku Andi Hamzah yang mana beliau menjelaskan tentang asas
oportunitas yaitu asas hukum yang memberikan wewenang kepada
penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan tanpa
syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi
kepentingan umum.
Pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk Umum

Asas pengadilan terbuka untuk umum ini adalah menghendaki
adanya transparansi atau keterbukaan dalam sidang pengadilan. Yang
mana asas ini sudah dijelaskan dalam Pasal 153 ayat (3) Kitab
UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa untuk
keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan
menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai
kesusilaan atau Terdakwanya anak-anak.

Semua Orang Diperlakukan Sama di Depan Hukum
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Asas ini telah dijelaskan dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-undang
No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu pengadilan
mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

Kemudian Undang-Undang mengalami pembaharuan pada tahun
2009, yang mana asas semua orang diperlakukan sama didepan hukum
terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa
pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan
orang.

Sedangkan asas ini juga sudah dijelaskan dalam penjelasan
umum butir 3 a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) yang menjelaskan bahwa perlakuan yang sama atas diri
setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan
perlakuan.

f. Peradilan Dilakukan oleh Hakim Karena Jabatannnya dan Tetap

Pengertian dari asas ini ialah menentukan bahwa dalam
pengambilan keputusan untuk menyatakan salah tidaknya Terdakwa
dilakukan oleh hakim karena jabatannya yang bersifat tetap. Sistem ini
berbeda dengan sistem juri. Sedangkan menurut Andi Hamzah, beliau
mengatakan bahwa sistem juri yang menetukan salah tidaknya
Terdakwa ialah suatu dewan yang mewakili golongan-golongan dalam
masyarakat. Pada umumnya mereka awam terhadap ilmu hukum.

g. Tersangka/Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum
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Asas ini merupakan salah satu asas yang terdapat dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mana asas ini
menjelaskan bahwa Tersangka atau Terdakwa berhak mendapatkan
bantuan hukum. Penjelasan asas ini terdapat dalam Pasal 64 sampai
dengan Pasal 74 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP). Kemudian asas ini berlaku secara universal di negara-

negara demokrasi.

. Asas Akusator

Pengertian asas akusator sendiri ialah asas yang menempatkan
kedudukan Tersangka/Terdakwa sebagai subjek bukan sebagai objek
dari setiap tindakan pemeriksaan. Dan asas ini merupakan asas yang
dianut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
yang mana berbeda dengan yang dianut oleh HIR yang masih
menggunakan asas inkuisatoir yang masih menempatkan kedudukan
Tersangka/Terdakwa sebagai objek pemeriksaan.

Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan

Maksud dari asas ini ialah bahwa dalam pemeriksaan sidang
perkara pidana pemeriksaan tersebut dilaksanakan secara langsung dan
lisan. Dengan begitu ini yang membuat berbeda dengan acara perdata.
Karena dalam acara perdata tergugat dapat diwakili oleh kuasanya
sedangkan dalam acara pidana tergugat harus menyampaikan langsung

tidak boleh diwakilkan.
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C. Kewenangan Hakim
1. Memeriksa Dan Memutus

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara memiliki landasan
utama berupa kekuasaan kehakiman yang bebas, hal ini diatur dalam pasal
24 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi kekuasaan
kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Oleh karenanya, sesuai dengan pasal tersebut, hakim adalah
termasuk orang yang merdeka dalam memberi memeriksa dan memutus
suatu perkara, tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun. Hal ini
ditujukan agar hakim dalam memutus dan memeriksa sebuah perkara lebih
mendasarkan kepentingan keadilan.

Hakim berwenang untuk memutus serta memeriksa perkara yang
diajukan kepada Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya seperti
lingkungan peradilan umum, agama, militer dan tata usaha negara hingga
peradilan khusus. Hakim wajib untuk menggali, mengikuti, serta
memahami nilai keadilan yang terkandung dan tumbuh dalam kehidupan
bermasyarakat. (Immanuel Christophel Liwe, 2014, him. 134)

Dengan adanya peraturan tersebut yang menyatakan sebagai
ketentuan, maka banyak harapannya agar hakim untuk memutus sebuah
perkara dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dalam
kehidupan masyarakat. Dengan adanya ketentuan tersebut juga, kewajiban

hakim untuk menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai keadilan
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yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat menjadi mutlak untuk
dilakukan. Kemudian semua komponen ketentuan tersebut harus tertuang
dalam setiap putusannya.

Hakim Membentuk Hukum (Jadge Made Law)

Dengan adanya pasal tersebut membuat hakim tidak harus terpaku
dengan adanya hukum positif, sebab apabila belum ada hukum yang
mengatur sebuah perkara, maka hakim harus tetap menerima dan
memeriksa serta mengadili perkara tersebut. Tidak dapat dihindari apabila
undangundang merupakan bentuk hasil dari kebutuhan norma yang
tumbuh dalam masyarakat. Memang ada beberapa undang-undang yang
siap untuk diamandemen, namun tidak sedikit juga yang sulit untuk
diamandemen, sehingga untuk merevisi sebuah undang-undang bukanlah
membutuhkan sedikit waktu. Sebab dengan direvisinya sebuah undang-
undang akan merubah filosofi undang-undang secara keseluruhan, atau
boleh jadi akan mengganggu filosofi undang-undang lainnya. (Immanuel
Christophel Liwe, 2014, him. 136)

Hakim tidak dapat dipungkiri bahwa mereka bukanlah seorang
legislator yang berwenang untuk menetapkan sebuah undang-undang4 .
Namun hakim juga dimungkinkan untuk membentuk sebuah hukum atau
yang biasanya dikenal dengan judge made law yang diatur dalam
kandungan pasal 10 ayat (1) undang-undang No. 48 tahun 2009 diatas.
Untuk membentuk sebuah hukum, hakim akan melakukan sebuah

konstruksi hukum dan interpretasi.
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D. Hal-Hal Yang Memberatkan Serta Meringankan Hukuman Pidana

Berkenaan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang
meringankan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, pada dasarnya
kedua hal ini haruslah termuat di dalam setiap putusan pemidanaan yang
dijatuhkan oleh hakim. Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 197
ayat (1) huruf f KUHAP, yang menyebutkan putusan pemidanaan memuat
keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

KUHPidana mengenal 3 macam alasan-alasan umum yang menambah
beratnya pidana, yaitu : (Sugali, 2022, him. 1)

1. Kedudukan sebagai pejabat (ambtelijke hoedanigheid) (Pasal 52 KUHP);
2. Recedive (perulangan) / pernah dijatuhi pidana; dan
3. Gabungan (samenloop) (titel VI Buku | KUHP).

Seringkali di dalam putusannya, selain mempertimbangkan hal-hal
sebagaimana yang telah diatur di dalam KUHP, hakim juga
mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan lainnya yang tidak diatur
dalam KUHP, seperti misalnya perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
dan juga barang bukti yang dimiliki terdakwa sangat besar.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) alasan-alasan
yang meringankan pidana adalah : (Sugali, 2022, him. 1)

1. Percobaan (Pasal 53 ayat (2) dan (3));
2. Membantu (medeplichtigheid) (Pasal 57 ayat (1) dan (2) ); dan

3. Belum dewasa (minderjarigheid) (Pasal 47).
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Adapun di dalam proses persidangan, seringkali muncul hal-hal yang
meringankan bagi terdakwa, yang mana hal ini juga menjadi pertimbangan
hakim di dalam menjatuhkan putusannya, diantaranya adalah : terdakwa
belum pernah dipidana, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan
juga terdakwa masih berusia anak.

Terkait pertimbangan bahwa terdakwa sopan di persidangan, hal ini
sebenarnya kurang tepat dipertimbangkan sebagai keadaan meringankan.
Sebab, bersikap sopan di persidangan adalah kewajiban setiap orang. Perlu
diperhatikan, jika memang sama sekali tidak ada keadaan yang meringankan
yang bisa dipertimbangkan, hakim memiliki alasan untuk tidak
mencantumkannya. Namun sepanjang keadaan meringankan tersebut masih
ada, hakim tetap harus mempertimbangkannya. Karena, pertimbangan
mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang menjadi dasar
penentuan kesalahan terdakwa harus termuat dalam surat putusan pemidanaan.
(Hananta, 2018, him. 99)

Jika keadaan meringankannya sedemikian rupa tidak setimpal dengan
keadaan memberatkan, hakim tetap dapat menjatuhkan putusan pidana
maksimum. Syaratnya ketidaksetimpalan antara keadaan memberatkan dan
keadaan meringankan tersebut juga dijelaskan dalam peritmbangan putusan.
Pertimbangan keadaan meringankan harus memenuhi Kkarakteristik dengan
Batasan, sebagai berikut : (Hananta, 2018, him. 108-109)

1. Bentuknya berupa sifat, perihal, suasana atau situasi yang berlaku yang

berkaitan dengan tindak pidana;
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. Rumusannya ditemukan di luar dari tindak pidananya itu sendiri;
Menggambarkan tingkat keseriusan tindak pidananya atau tingkat
bahayanya si pelaku;

Dapat merupakan upaya pelaku untuk menghilangkan atau mengurangi
tingkat keseriusan dari tindak pidana (atau mengembalikan keadaan yang
terganggu akibat tindak pidana kepada keadaan semula);

Keadaan-keadaan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan,
yang mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidananya atau ancaman
bahaya dari pelakunya; dan/atau

Keadaan-keadaan yang dapat menjadi pertimbangan faktor sosiologis
terkait kemanfaatan dari pemidanaan yang dijatuhkan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana juga menentukan bahwa hal-hal yang dapat meringankan dan

memberatkan pidana, dimana Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa faktor yang

memperberat pidana meliputi :

1. Pejabat yang melakukan Tindak Pidana sehingga melanggar kewajiban

jabatan yang khusus atau melakukan Tindak Pidana dengan
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan

kepadanya karena jabatan;

2. penggunaan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang negara

Indonesia pada waktu melakukan Tindak Pidana; atau

3. Pengulangan Tindak Pidana.
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Kemudian hal-hal yang dapat meringankan hukum pidana adalah :

1. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu
dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan
dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak
mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan
kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Dalam hal Tindak Pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif,
penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan, jika
hal itu dipertimbangkan telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya
tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

3. Pidana untuk percobaan melakukan Tindak Pidana paling banyak 2/3 (dua
per tiga) dari maksimum ancarnan pidana pokok untuk Tindak Pidana
yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



